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Gerakan reformasi pada pertengahan tahun 1998 telah membawa dampak dan perubahan yang sangat krusia
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menyusul adanya penyesuaian struktur-struktur berbangsa dan
bernegara seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketika pertamakali didirikan pada tahun 1945, struktur parlemen
Indonesia diidealkan berkamar tunggal (unikameral) dan dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan
pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
yang menyatakanK edaul atan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.Seiring dengan adanya perubahan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mengenai
Pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa " K edaul atan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar telah membawa konsekuensi perubahan kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai |lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga
negara seperti biasa.Perubahan kedudukan Mgjelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga diikuti dengan
perubahan komposisi keanggotaan Majelis permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD yang
keduanya dipilih melalui Pemilihan Umum, lahirnya Dewan Perwakilan Daerah tersebut merupakan format
baru parlemen Indonesia sehingga terjadi perubahan struktur keparlemenan di Indonesia. Disamping itu
perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga berakibat pada perubahan Tugas dan
wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana M PR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden
karena telah dipilih secara langsung .oleh rakyat. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang hanya bersifat insidentil tersebut akhirnya memunculkan perdebatan mengenai eksistensi kelembagaan
Majelis Permusyawaratan Rakyat apakah akan terus dipertahankan atau ditiadakan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia atau ditiadakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan
metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris secara bersamaan.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=88835&lokasi=lokal

